BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 76 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Menimbang

Mengingat

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pelaksanaan Anggaran Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Badan
Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal,

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta;

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);



Menetapkan

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

. Bupati adalah Bupati Kendal.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten
Kendal.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu pada Dinas atau Badan.

6.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya
kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya di wilayah kerjanya.

8.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksanan
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teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

.BLUD UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas yang

telah menerapkan BLUD.

Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya
disebut pemimpin adalah Kepala UPTD Puskesmas yang
telah menerapkan BLUD.

Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan
dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari
keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang
baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu,
berkesinambungan dan berdaya saing.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah
dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima)
tahunan di UPTD Puskesmas.

Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat
RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD
UPTD Puskesmas yang disusun dan disajikan sebagai
bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD
UPTD Puskesmas.

Rencana Kerja dan Anggaran UPTD Puskesmas yang
selanjutnya disebut RKA UPTD Puskesmas adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan UPTD serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas
yang selanjutnya disebut DPA-BLUD UPTD Puskesmas
adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BLUD UPTD
Puskesmas yang selanjutnya disebut DPPA-BLUD UPTD
Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah
pada pemerintah daerah selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah.

RBA definitif adalah RBA yang telah disusun berdasarkan
DPA-BLUD UPTD Puskesmas atau DPPA-BLUD UPTD
Puskesmas.
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BAB II
PENYUSUNAN DPA-BLUD UPTD PUSKESMAS
Pasal 2

BLUD UPTD Puskesmas menyusun DPA-BLUD UPTD
Puskesmas berdasarkan peraturan daerah tentang APBD
untuk diajukan kepada PPKD melalui Kepala Dinas
Kesehatan.

Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan satu kesatuan dengan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Dinas Kesehatan.

Pasal 3

DPA-BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan.

PPKD mengesahkan DPA-BLUD UPTD Puskesmas sebagai
dasar pelaksanaan anggaran BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 4

DPA-BLUD UPTD Puskesmas yang telah disahkan oleh
PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari
APBD.

Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang
dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan
yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran
kas dalam DPA-BLUD UPTD Puskesmas, dan
memperhitungkan :

a. jumlah kas yang tersedia;
b. proyeksi pendapatan; dan
c. proyeksi pengeluaran.

Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dengan melampirkan RBA.

RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan RBA
definitif yang telah disesuaikan dengan DPA-BLUD UPTD
Puskesmas.

Pasal 5
DPA-BLUD UPTD Puskesmas yang telah disahkan dan RBA
menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani
oleh kepala daerah dan pemimpin.

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :

a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
b. kinerja keuangan; dan
c. manfaat bagi masyarakat.



BAB III
PENYUSUNAN LAPORAN PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
Pasal 6

(1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun
laporan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas, laporan
belanja BLUD UPTD Puskesmas dan laporan pembiayaan
BLUD UPTD Puskesmas secara berkala kepada PPKD.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
melampirkan surat pernyataan tanggungjawab yang
ditandatangani oleh pemimpin.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
melalui Kepala Dinas Kesehatan.

(4) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan
tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala
Dinas Kesehatan  menerbitkan Surat Permintaan
Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan untuk
disampaikan kepada PPKD.

(5) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3),
PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat
Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 7

Jadwal penyusunan DPA-BLUD UPTD Puskesmas berpedoman
pada jadwal penyusunan Dokuman Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV
PENGELOLAAN KAS DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
Pasal 8

(1) Untuk pengelolaan kas BLUD UPTD Puskesmas, pemimpin
membuka rekening kas BLUD UPTD Puskesmas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rekening kas BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung
penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber
dari pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang berupa :

a. jasa layanan;

b. hibah;

c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 9
(1) Dalam pengelolaan kas, BLUD UPTD Puskesmas
menyelenggarakan :
a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
b. pemungutan pendapatan atau tagihan;

c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD UPTD
Puskesmas;

d. pembayaran;



e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka
pendek; dan

f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan
tambahan.

(2) Penerimaan BLUD UPTD Puskesmas dilaporkan setiap hari
kepada pemimpin melalui pejabat keuangan.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD UPTD Puskesmas
melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat :

a. pendapatan dan belanja;

b. penerimaan dan pengeluaran;

c. utang dan piutang;

d. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan

e. ekuitas.
BAB YV
PENYUSUNAN DPPA-BLUD UPTD PUSKESMAS
Pasal 11

BLUD UPTD Puskesmas menyusun DPPA-BLUD UPTD
Puskesmas didasarkan pada perubahan RBA dalam hal :

a. terdapat pergeseran rincian belanja yang melebihi pagu
anggaran dalam jenis belanja pada DPA-BLUD UPTD
Puskesmas;

b. adanya usulan tambahan anggaran dari APBD; dan/atau

c. adanya penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD
UPTD Puskesmas.

Pasal 12

(1) Penyusunan DPPA-BLUD UPTD Puskesmas dilakukan
berdasarkan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
untuk diajukan kepada PPKD melalui Kepala Dinas
Kesehatan.

(2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan satu kesatuan dengan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Dinas Kesehatan.

Pasal 13

(1) DPPA-BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan.

(2) PPKD mengesahkan DPPA-BLUD UPTD Puskesmas sebagai
dasar pelaksanaan anggaran BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 14

(1) DPPA-BLUD UPTD Puskesmas yang telah disahkan oleh
PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari
Perubahan APBD.

(2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari Perubahan
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang
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dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dengan melampirkan perubahan RBA.

Pasal 15

Jadwal  penyusunan DPPA-BLUD UPTD Puskesmas
berpedoman pada jadwal penyusunan Dukumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI KENDAL,
cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd
MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 NOMOR 76



